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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 894/Pdt.P/2020/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan  penetapan  sebagaimana  tersebut  dibawah  ini  dalam  perkara

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sudarman  bin  Zaker,  umur  50 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  Desa  Kuripan,

Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

sebagai Pemohon I;

Misria  binti  Sapawi,  umur  48 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah

Tangga,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  Desa

Kuripan,  Kecamatan  Teluk  Gelam,  Kabupaten  Ogan

Komering Ilir, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  para  Pemohon  dan  memeriksa  alat  bukti  di

persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal

04 November  2020 yang telah  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kayuagung  Nomor  894/Pdt.P/2020/PA.Kag.  pada  tanggal  tersebut

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah

di laksanakan menurut syari'at Islam, di Kuripan, Kecamatan Teluk Gelam,

Ogan Komering Ilir,  pada hari  Minggu, tanggal 24 April  1994, wali  nikah

Ayah kandung Pemohon II  bernama Sapawi, dengan mas kawin berupa ½

(setengah) suku emas tunai, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1. Kenedi 2. Nahdarlan;  

2.   Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh

wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;  

4.   Bahwa  sesaat  setelah  akad  nikah  dilaksanakan  Pemohon  I

mengucapkan taklik talak; 

5. Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada perjanjian

pernikahan;  

6. Bahwa  Pemohon  II  pada  saat  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;  

7.   Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan

pertama  bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan; 

8. Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  memiliki

hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan

yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I

dan Pemohon II;  

9.   Bahwa  pada  saat  pernikahan,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

memenuhi  umur  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-

undangan; 

10. Bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I  dan Pemohon II,  tanpa

paksaan dari pihak manapun;  

11.  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan

nikah belum melengkapi administrasi pernikahan;  

12.  Bahwa  selama  dalam  masa  perkawinan  antara  Pemohon  I

dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  terjadi  perceraian,  sehingga  saat  ini

Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah

berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat

tinggal  di  Desa  Kuripan,  Kecamatan  Teluk  Gelam,  Kabupaten  Ogan

Komering Ilir dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon
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II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai

anak 3 orang:

a. Bela;

b. Ahmad Tiar;

c. Hanima;

14.  Bahwa  oleh  karena  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak

mempunyai  Kutipan Akta  Nikah,  sedangkan akta  nikah tersebut  saat  ini

sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik

atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon untuk bukti sahnya pernikahan

Para  Pemohon,  oleh  karena  itu  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mohon

penetapan  pengesahan  nikah  (isbat  nikah)  dari  Pengadilan  Agama

Kayuagung  yang  menyatakan  bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 April 1994 yang dilaksanakan di

Desa Kuripan,  Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten  Ogan Komering Ilir

adalah sah berdasarkan hukum;

15. Bahwa, untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus

penerbitan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka mohon

agar  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  diperintahkan  untuk  mendaftarkan

pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tersebut  ke  Pegawai  Pencatat

Nikah  pada  Kantor  urusan  Agama  Kecamatan  Teluk  Gelam  Kabupaten

Ogan Komering Ilir;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Kayuagung  Cq.  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  dan

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara  Sudarman bin  Zaker  dengan Misria

binti Sapawi, yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 April 1994, di

Desa Kuripan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir; 

3. Memerintahkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk   mendaftarkan

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Urusan Agama

Kecamatan Teluk Gelam;   

4. Menetapkan  biaya  perkara  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  atau
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apabila  Pengadilan  berpendapat  lain,  Pemohon  mohon  diputus  dengan

seadil-adilnya; 

Bahwa  atas  perintah  Hakim,  Jurusita  Pengadilan  Agama  Kayuagung

telah  mengumumkan  perkara  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat

Nikah  tersebut  pada  tanggal 04  November  2020 di  papan  pengumuman

Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai

tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada

pihak  lain  yang  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Agama  Kayuagung

sehubungan  dengan  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

tersebut;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Para  Pemohon

tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  Jurusita  /  Jurusita  Pengganti  telah

memanggil Para Pemohon pada tanggal 06 November 2020 untuk hadir pada

sidang tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,  maka ditunjuk segala

hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

   PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan  tujuan Permohonan  Pemohon I  dan

Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam

pelayanan  terpadu,  maka  sesuai  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  3

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair

Itsbat  Nikah  dalam  Pelayanan  Terpadu,  huruf  (d),  perkara  ini  disidangkan

dengan hakim tunggal;

Menimbang,  bahwa  Para  Pemohon  mengajukan  permohonan  Itsbat

Nikah  (Pengesahan  Nikah)  berdasarkan  Pasal  49  Ayat  (2)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi

Hukum  Islam,  maka  Pengadilan  Agama  dapat  menerima,  memeriksa,  dan

memutus perkara a quo;
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Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  Para  Pemohon  menyatakan

bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan  diperlukan

penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk

kepada ketentuan hukum Islam Pasal  7 Ayat (2) dan (3) butir  (e) Kompilasi

Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon,

dan  kedudukan  Para  Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum (legal  standing)

untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

diumumkan  pada  papan  pengumuman  Pengadilan  Agama  Kayuagung

sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006

tanggal  4  April  2006  tentang  Pemberlakuan  Buku  II  Pedoman  Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan

oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara

aquo dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  yang  telah  ditentukan  Para  Pemohon

tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi

dan patut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Pemohon  tidak  hadir  di

persidangan,  maka  perkara  in  casu  dinilai  tidak  bersungguh-sungguh

mengajukan perkara permohonannya;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  ketentuan  Pasal  148  RBg,  maka

perkara a quo harus dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 Ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama,  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini  dibebankan

kepada Para Pemohon ;

  Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum juga hukum syara’ yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 894/Pdt.P/2020/PA.Kag, gugur;
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2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini  ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu

Pengadilan  Agama  Kayuagung  di  Aula  Bende  Seguguk  Kabupaten  Ogan

Komering Ilir, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal  04  Rabi’ul  Akhir 1442 Hijriah,  oleh  Dra.  Ratnawati.  sebagai

Hakim  Tunggal  yang  ditunjuk  langsung  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama

Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam

sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Edy Syafiq,  S.H.  sebagai  Panitera

serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

                  Panitera,                            Hakim,

 

        Edy Syafiq, S.H                  Dra. Ratnawati

 
Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 185.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000
5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp.    6.000,-

J u m l a h : Rp.  291.000,-

        (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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